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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/2071/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

- &

1.

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari dan berdasarkan Surat Pengunduran Diri
ARFIDAL selaku Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tanggal
6 Februari 2023, untuk tertib administrasi pemerintahan perlu
ditetapkan Keputusan Pemberhentian Wali Nagari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai
Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2018 sampai dengan

Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun-Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6481);









